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PERUBASAN PARADIGMA H I.] KTIM
DALAM MASYARAKAT PADA ABAD XX

Oleh :
Sonny Baksono

Irlasyarakal adalah sebuah kehidupan yang dinamrs dan memang lerus berubah'

scbieai konstituen sosial. Manusia adalah zottn politicon' ekonomtkus dan

religius S,ang memilrkt kemampuan unluk meruhah.diri dan lrngkungan'

t'ciuhahin masyarakal ekuivalen dengan perubahan sebagai sifot yang melekol

nada dtri monusia itu sendtr'Perubahan 
paradigma hukum dalam masyarakal, rbarat mala ranlai yang leru\

berlanlut iari peiubahan sosialnya, dari abad renats\in(e hingga lahirnya

nrgor-o-r"guro konslilusi. Dalam bentuk perubahan sosiul peranan hukum

piiiti l yoig dibentuk. diberlakukon dan ditegakkon herdasarkan dogmatik

hulLum mentadi lidak re levan

Pendahuluan
Abad ke 20 identik dengan

tahun 2000. Perubahan Yang terjadi
selama rentang waktu menuju tahun
2000 tentu saja maha dahsYat,
komplek,m penuh gejolak, sarat
kontl  ik. mist is, rasional, romantis,
humanitis, dinamis, dan teknologis'
J ika pefubahan masyarakat
dikotomikan ke dalam dua ekstrem
berpasangan, maka akan diPeroleh
gambaran masyarakat dari kondisi
nomaden ke menetap, Primit i f  ke
modern, animis ke religius, buta huruf
ke penguasaan IPTEK, agraris ke
industr ial i  sasi,  hukum tradisional ke
hukum modern dan sebagainya.
Masyarakat itu memang terus berubah
dan hal ini  disebabkan karena manusia
sebasai konstituen sosial adalah
makhluk zoon pol i t icon, ekonomikus

dan rel igius yang mampu mengubah
dir i  dan l ingkungannYa secara
evolusioner mauPun revolusioner
melalur proses interaksi kehidupan
sosial .

Perubahan Masyarakat
Masyarakat adalah sebuah Potret

kehidupan yang dinamis, dimana
perubahan masyarakat dari kondisi
orimit i f  ke kondisi intermediate dan ke
kondisi modern merupakan perwuj udan
gerak perubahan masYarakat.

Sungguhpun demikian
identi  f ikasi tersebut cukup memberikan
pemahaman kePada kita bahwa
masyarakat memang Penuh dengan
dinamika perubahan. Tentang m€ngapa
dan bagaimana Proses terjadinya
perubahan di dalam masyarakat

Perubqhan Palodigma Huhum
dolom Dlasvaro*dt Abod XX
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masrng-masing pakar dari  disipl in i lmu
sostal dapat mendeskripsikannya
dengan sudut pandang yang berbeda.

Anggapan bahwa perubahan
masyarakat terjadi karena pada diri
manusla memang melekat si fat
perubahan yang didorong oleh
kebutuhannya untuk berubah memans
cukup beralasan. Hidup berkeluargal
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara merupakan salah satu
kebutuhan sosial setiap individu
maupun kelompok. Dari sana setiao
individu dan kelompok dapat berupayi
memenuhi kebutuhan hidup yang
diinginkannya sesuai si tuasi,  

-kondisi.

kemampuan, dan pengalaman
emplnsnya. Tentunya masih banyak
lagi sederetan .kebutuhan hiduo
manusia dr segala bidang kehidupan
termasuk penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dengan itu mereka
dapat mengubah status kehiduoan
pribadi, struktur sosial dan kebudayaan

dan (7) Negara Konstrtusi Abad XIX.
(Satj ipto Rahardjo, 1998:10) Lantas
dari manakah kaj ian ini harus dimulai?

Tentu saja yang relevan dengan
judul tul isan di atas adalah Abad
pencerahan, Sistem absolut isme, dan
Negara konsti tusi merupakan mata
rantai era perubahan masyarakat di
belahan Eropa yang sangar
berpengaruh ke helahan bumi lainnya.
Abad pencerahan sedikitnva
mengkontri busi kan empat fenomena
kemasyarakat yang sampai kini tetap
aktual sebagai faktor pendorong
perubahan masyarakat, terutama di
bidang hukum yang pada gilirannya
Juga mempengaruhi perubahan
masyarakat. Pertama, bangkitnya
kesadaran rndividual isme yang t inggi
bahwa mereka memil iki  keotonoman
dalam berpikir, berbuat dan berkarva-
t idak lagi rerkungkung oteh ajarin-
aJaran yang bersifat irrasional dan
dogmatik. Kedua, pemihakan terhadap
ni la i -n i lar  indiv idual isme di  mana r ioL
hukum di Eropa mendukung,
menyelamatkan dan menjaga ni lai
kebebasan individu yang berpuncak
pada konsep Rule of Law (ROL\.
(Satj ipto Rahardjo, 1998:10) Ketiga,
pengembangan prinsip-prinsip
hubungan publik (transparansi).
Keempat, pembaharuan konstitusional
dan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pada abad sistem
absolut isme cir i  pokoknva
menampilkan paham kedaulat in nesara

masyarakatnya
revolusioner

baik secara
ataupun secara

evolusioner.
Apabi ta perhatian kita diarahkan

ke perkembangan sejarah masyarakat
Eropa beberapa abad yang silam
t€rdapat periodesasi perubahan yang
san€at progresif: (1) Abad Kegelapan
V-X; (2) Feodatisme VIII*XIV; (3)
Abad Pertengahan XII-XIV; (4\
Staendestaat XV-XVII;  (5) Abad
Pencerahan (Renaissance) XIV-XVI,
(6) Sistem Absolut isme Abad XVII;

Pera bahon Paradigmq Eah am
dalom Mosyarahal Abad W
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(st autssouvere inite it) yang melahirkan
pemikiran dogmatik hukum

is I aut srechtsdogmat iek\ yaitu ilmg
pengetahuan hukum posit i f  atau lebih

ooo-ul"t  disebut dengan al iran
pemikiran legal posit ivist is atau al iran
'lieislne, 

Aliran ini mengajarkan :
(S-j achran Basah, I 992 : I 45)

L Bahwa Peraturan Perundang-
undangan menjadi hukum Ydng
sejati sebab meruPakan hasil
pekerjaan badan Pembettuk
lJndang-Undang atou Penguasa
ne8,ara.

2. Bahwa hukum kebiasadn tidak
dapat diterima sebagai huku-m
karena tidak sesuai dengan sifat
hukum alam Yang berlaku
universal di mana'mana dan
tidak berubah, sementara hukum
kebiasaan sifatnYa berbeda-beda
pada setiaP temPat dan waktu'
Dalam ajaran kedaulatan negara

itu "kekuasan tertinggi" terletak pada

negara, dimana kemauan atau kehendak
tt"sata diwuiudkan dalam bentuk
Uniang-Undang, rnaka di luar Undang-
Undang tidak ada hukum. Karcna
negara memPunYai kemauan,
kehendak, dan kekuasaan memerintah
yang absolut, maka negara daPat
memaksakan kehendaknya tanpa syarat
datam penyelenggaraan pemerintahan
maupun penegakan hukum

Sifat absolutisme kedaulatan
negara tersebut tentu saja tidak
memuaskan rakyat. Kemudian diilhami

oleh pemikiran John Locke tentang
Kontrak Sosial; Jean Jacques Rousseau
tentang Paham Demokrasi; dan
Montesquieu tentang Trias Poli t ika;
maka pada abad ke l9 dapat dikatakan
sebagai Puncak keberhasilan
perjuangan demokrasi' Yang
aiinditasitan oleh semakin banyaknya
negara-negara di bentuk berdasarkan
sistem konst i l  us i .

Dengan kekuatan konsitusi,
kekuasaan negara tidak lagi bersumber
pada paham kedaulatan negara'
melainkan didasarkan Pada Paham
kedaulatan hukum dan kedaulatan
rakyat. Hal itu diatur secara tegas
dalam konstitusi sekaligus sebagat
implementasi konkret dari konsep Rzle
of Law (ROL). yang berisi  supremasr
hukum, persamaan d'i hadaPan hukum,
dan perl indungan hak asasi manusla

Menurut SatjiPto Rahardjo'
doktrin ROL bukanlah sesuatu Yang
netral atau bebas ni lai  tetapi justru

sarat ni lai .  MengedePannYa Paham
ROL dengan substansi HAM sebagai
pangkal tolak Pengaturan hukum
iampaknya sejak awal sudah menarik
perhatian rakyat di negara-negara
i.a*usan Eropa, Amerika dan di luar
kawasan EroPa (Asia)' seraya
mengakomodasikannYa ke dalam
sistem hukum mereka, termasuk
Jepang, Korea dan Indonesia, sehingga
mingCsankan sistem hukum di
beberapa negara kawasan Asia tidak
dibangun dari dalam, melainkan

1,10 Sonny Bolsono
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ditanamkan dari luar. ( Satji pto
Rahardjo, 1998:l  I  )

Ehrl ich yang sangat prinsipi l  :
(Soerjono Soekanro, 199 I :36)

L Bahu,a ada perbedaan yang amat
mendasar antara hukum positi f
dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat (liv ing law);

2. Babwa hukum posit i fhanya akan
efektif apabila selaras dengan
hukum yang hidup dalam
masyarakat yang oleh antropolog
dinamakan pola-pola kebudayaan
(culture putterns),

3. Bahwa pusat perkembangan
hukum bukanlah terletak pada
badan-badan legislat i f ,
keputusan-keputusan yudikatif
ataupun i lmu hukum, me lainkan
j ustru terletak di dalam
masyarakat.
AJ aran sociological

jurisprudence kemudian lebih
berkembang dan populer di Amerika
Serikat atas jasa Rouscoe Pound ( I 820-
1964), yang berpendapat : (Soerjono
Soekanto,  l99l :29-33)

l.  Bahwa hukum harus di l ihat
sebagai suatu lembaga
kemasyarakat yanB berfung-si
untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sosial:

2 Adalah tugas dari ilmu hukum
untuk mengembangkan
kerangkan kebutuhan-kebutuhan
sosial agar dapat memenuhi
kebuluhan warga masyarakat
secara maksimal,

K em ud ian dalam
perkembangannya sampai kini ternyata
pengaruh doktrin HAM menjadi faktor
pendorong yang paling dahsyat
terhadap perubahan strukiur
masyarakat dari kondisi komunalis,
kekeluargaan, tanpa pamrih, dan penuh
keakraban, ke kondisi masyarakai yang
rasional is, i  ndivuidual i t ik, sarai
pamrih, dan liberalistik. Bahkan untuk
kondisi lndonesia masalah HAM telah
menimbulkan berbagai perubahan
mendasar pada struktur pemerintahan,
inst i tusi sosial dan penegakan hukum.
Di seluruh dunia kemungkinan hanya
negara Indonesialah satu-satunya yang
memil iki  kementerian HAM, dan hai
rni menandakan substansi HAM akan
semakin mendorong terjadi perubahan
dalam masyarakat Indonesia di masa
depan. Persoalannya bagaiiir'ana
menjelaskan fbnomena perubahan
masyarakat dan pengaruhnya terhadap
perubahan hukum dari sudut kai ian
empiris? Disinilah peran sosioiogi
hukum menjadi penting.

Terbentuknya Sosiologi IIukum
Aliran pemikiran Sociological

Jurisprudence yang dipelopori oleh
Eugen Ehrlich (l 826-1922) merupakan
al i ran pemikiran yang ia l  ing
berpengaruh bagi terbentuknvi
sosiologr hukum. Pokok-pokok pi kiran

Petsbohaa Parodigao Hu*ua
dalom Mosvorahot Abotl XX
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3. Menganjurkan agar hukum di
pelajari sebagai proses interaksi
sosial dalam tatanan kehiduPan
bermasyarakat (law in action)
yang harus dibedakan dengan
hukum tertulis (law in the hook).

4. Menonjolkan permasalahan
tentang apakah hukum Yang
ditetapkan oleh institusi publik
telah sesuai dengan pola-pola
perikelakuan di
masyarakat;

5. Bahwa hukum hanyalah salah
satu alat pengendali sosial
\soc rctl contft)l), yang
disampingnya masih terdaPat
ni ta i -n i la i  sosial  la in yang juga
banyak berperan menentukan
tata tertib kehidupan masYarakat;

6. Bahwa hukum akan selalu
menghadapi pertentangan
kepentingan, maka menjadi
penting pelaku pengkajian
hukum secara empiris untuk
mendapatkan realitas Yang
signifikan bagi Proses
pembentukan hukum oleh
legislatif maupun penegakan
hukum atau badan yudikatif.
Paham sociological

lurisprudence tersebut jelas bertolak
belakang dengan aliran pemikiran legal
posit ivist is atau formalisme yang
dipelopori oleh John Austin Yang
menyatakan hukum adalah Perintah
dari penguasa. Ia menganggap hukum
sebagai sistem yang logis,. tetaP,

tertutup, deduktif, dan dogmatik.
Ajaran Austin, hukum itu harus
dipisahkan secara tegas dari keadilan
berdasarkan moral, etis, dan nilai-nilai
yang sifatnya non hukum. Hukum
bukanlah berdasar pada prinsip nilai
baik dan buruk, tetapi tergantung pada
kehendak penguasa. Hukum Yang
dibuat oleh penguasalah Yang
merupakan hukum sejati. Di luar itu
bukan merupakan hukum Yang
sebenainya. Hukum yang sebenarnya
hanya terdiri dari empat unsur utama,
yaitu: perintah, sanksi,  keaj iban, serta
kedaulatannya dan kesemuanYa
ditentukan oleh penguasa atau negara.

Hans Kelsen (Soerjono
Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi
Hukum, l99l),  dengan teori  hukum
murninya (purc ,J law\ juga
merupakan salah satu tokoh dari aliran
pemikiran formalisme. Ia menganggap
sistem hukum sebagai tatanan hirarki
vertikal (StuJbnhau) dari tingkatan
tertinggi sampai ke tingkatan terendah.
Kaidah hukum tertinggi dinamakannya
norma dasar \(irund norrn). Grund
norm wajib ada terlebih dahulu dan
harus di jabarkan secara konkret, logis,
dan sistematik ke tingkat peraturan
terendah. Norma dasar harus menjadi
tolok ukur konstitutif dan regulatif
bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan, dan juga harus
dibebaskan dari unsur-unsur Yang
berni lai non hukum, sepert i  ni lai
moral,  agama, dan '  sosial.  Disini lah

dalam

Perubahan Patqdigma Huh n
dalom Mosyoralat Abad XX
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Tegasnya sosiologi hukum adalah ilmu
y{ng, tugasnya melakukan p€ngamatan
dan pencatatan mengenai hal-hal yang

, , terjadi. dalarn. dunia empirik serta
mernberiken .penjclasen tentang segala
bentuk fenomena r sosial teig;but
sampai kepada alar.akarnya yang
terdalam. (Satjipto Rahardjo, l97Z: I 5).

Dalam konteks perubahan sosial
d"n pengaruhnya terhldap perubahan
hukum Donald Black (1989:102)
menyatakan bahwa "sckarang adalah
era sosiologi hukum (rie age of
sociolog/). Meskipun pemyataan

' tersebut agak., eksklusif, namun
kebena,rannya sulti. terbintahkan.
kcrena pcrubahan-perubahan sosial dan
korelasinya , dengan dinamika
kehidupan hukum memang paling
signifikan bila didaeksi dan dijelaskan
melalui pendekatan sosiologi hukum.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo
(1997:2) secara jcrnih mengarniti
parubahan-perubahan sorial 

- 
dan

korelasinya dengan. perubah'an hukum
di Indonesia. Menurut bcliau, pa.da saat
ini masyarakat Indonesia tengah
mongalami transformasi sosial yang
prosesiya sangat revolusioner (revolusi
semesta), yaitu dari basis ekonomi
p€rtanian ke basis ckonomi industri.
Atsolerasinya. begitu cepat karena
'ditopang dcngan penggunaan
teknulogi, struktur pemerintahan.
kehidupan pol i t ik, dan rasional isasi

pengamatonnya pada hubungan
interaktif antara iqdividu dengan
individu dan dengan kelornpok, antara '
keidah sosial dengan taidin h*um,
antara hukum tradisional dengan
hukum positif, antara perilaku hukum
dengar dogmatik hukum, serta segala
bentuk fenomena sosial yang tumbuh
dan berkembang di dalam rnasyarakat.

sistem
penyelenggaraan

produksi, dalam
pambangunan

Pcrt bq h an Porcdlg tsa E t * l,st
dtlan Matyo?dltr Ab.d )tX
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nasional; bahkan untuk mcmecshkan
masalah-irasalah kemasyarakatbn
lainrrya"'sigala bentuk intervcnsi
kekr iasaan' i  ""  d l f ia inkan' 's€cara
transparan, sdhingga terbentuk kclas
masyarakat menengah dan
konglomerasi yang ekslusif terlindungi
oleh pefan 'kekuasaan ncgara,
sementrra di lain pihak kelas
masyarakat lapisan bawirh yang dblam
struktur' sosial masiprakat Indonesia
justru dimarginalkan oleh kekuasaan
nesara.

Karena itu diiiat I ititatakan
bahwa Iridbnesia selaniri p€morintahan
Orde Biru merupakan salah satu
negara di kawasan Asian yang paling
getol membangun struktur' ekonominya .
berbasis pada paham kaPitalis,
industrial isasi, dan tcknologis, sena
ditopeng dengan perangkat-p€.iarigkst
hukum legal positivistas. Paradigma
trilogi pembangunan nasional yang
bcrtumpu pada stabilitas'keamanan,
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
merupakan implcmentasi konkret dari
pencrapan konsep legal positistis.
Akibatnya di beberapa sisi kehidupan
masyarakat terjadi berbagai
kesenjangan sosial, - kesenjangan
ekonomi dan kctidakrdilan yang
terakumulasi sedemikian rupa dalam
berbagai bentuk ketidakpuasan dan
ketidakpercayaan masyarakat t€rhaalep
pemerintah.

Kctidakpuesaa dan
ketidakp'eroayaan masyaiakat ifu

, akhirnya dijadikan tema gerakan anti
'status ' guo drp . pFuntuhkan rezim
Orde Baru depg?n ..segAla warisan
permasalahannya kepada pemerinlahan
yang baru. Ini.merupakan salah satu
bentuk perubahan sosial dan politik, ;
yang paling ..revolusioner s€sudah . .
proklamasi, . ,;. kemerdckaan dan
penumpaban pemberontakan 'G 30
S/PKI 1965. Kenystacn tcrsebut juga
mcngindikasiftan . gagalnya aliran
pemikiran legal prositivistis di
Indonesia dalam mcngsntisipasi
perubahanlperubahan sosial untuk
dia[omodasikair ke dalam sistem
pcmbangunan, hukum nasional Yang
berwawasan kcsejahteraan (sosiologis).

Seharusnya lndonesia daPat
berkaca dari pcngalrman sejarah
masyatakat Eropa yang masyarakatnya
berubah melalui tahaPan-tahaPan
,cukup teratur, tidek seperti Indonesia
yang amat terbriru-buru, setba ingin
ccpot meju, s€cara serempak, dan
tumpang tindih. Perubahan sosial dan
perubahan hukum yang terjadi dalam
masyarakat Indonesia kerapkal i susuk
menyusul. Belum sernpat mapan
perubahan yang satu sudah disusul
dengan perubahan yang lain, dan hal
ini mengakibatkan kondisi sosial,
budaya, ekonomi politik, dan hutum
di Indonesia benar-benar mengalami
keterpurukan yang sangat sering atau
sesuai dengan ungkapan SatjiPto
Rahardjo, (1997:4) telah terjadi
kesemerawutarl.elias kekacauan dalam

- t
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perundang-undangan kita. Ole h karena
itu kondisi seperti itu perlu dijelaskan
Iatar belakang kejadiannya melalui
pendapatan sosiologi hukum.

Peran Sosiologi Eukum dalam
Pembangunan Hukum

_ Seperti telah disinggung pada
bagian terdahulu, sosiologi huium
merupakan ilmu empiris dan tugasnya
mengamati dan mencatat gejala-gejala
yang terjadi dalam dunia empirik.
Kemudian menjela;kan,
mengorganisasi, memprediksi, dan
Derupaya menemukan pemecahan
masalah yang dihadapi berdasarkan
fakta-fakta sosiologis. Dengan
cemlktan ke mampuan sosiologi hukum
sesungguhnya, lebih nyata dan lebih

dilepaskan dari sikap pragmatisme
pembangunan sistem hukum di
Indolesia yang berorientasi pada
pendekatan kekuasaan dari atas ke
bawah (otokratis). pendekatan ini ielas
sejalan dengan al iran pemii iran
formalistis John Austin bahwa hukum
hanyalah perintah dari pcm€gang
kekuasaan dan dipisahkan tari
keadilan.

Padahal menurutsatjipta
Rahardjo, pembangunan hukum
seharusnya identik densan
pembangunan kelembagaan ying
beronentasl pada peri laku dan budava
hukum serta bersumber pada ni lai-ni iai
kearifan sosial? Sebabnya karena dunia
hukum bukanlah semata-mata dunianva
peraturan, melainkan harus

akurat dalam menganalisis
permasalahan hukum daripada metode
pendakatan legal posit ivisras yang
bersifal dedukti  f  dan dogmatik.

Kemampuan sosiologi hukum
yang lebih nyata dan lebih akurat
dibandingkan pendekatan legal-
posit ivist is iru ditunjukkan oleh
wawasannya yang komprehensif
rntegral dalam memahami perubahan_
perubahan sosial, misalnya bagaimana
mengenali  latar belakang terjadinya
Knsls wlbawa penagakan hukum di
Indonesia. Hal ini dapat dideteksi
melalui pendekatan sosiologi hukum.

Dari sudut kacamata sosiologi
hukum merosotnya wibawa penegaka;
hukum di Indonesia tidak daoat

disinergiskan dengan nilai-nilai sosial
lainnya ke dalam struktur lggrbaga
hukum yang memuat: pri laku, budaya,
ni lai ,  kaidah, peran, dan organisasi.
Bahkan lebih dari itu lembaga-lembaga
sosial yang ada di dalam masyarakat
sepert i  lembaga: ekonomi, pol i t ik,
keluarga, pendidikan, agama, hukum,
IPTEK, harus diikutsertakan untuk
mengembangkan prilaku dan budava
hukum secara harmonis.

Contoh nyata pembangunan
prilaku, budaya hukum dan nilai-nilai
kearifan sosial yang tidak disinergiskan
dengan pembangunan materi liukum
tertulis pada masa pemerintahan Orde
Pu..y dapal digambarkan sebagai
ber ikut :

Pcrubahan Psrtditmo Hatam
dalom MosyoroLat Abad XX
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I . Pancasila telah disepakati sebagai
ideologi nelara, filsafat hiduP'
norma fundamental n€gara, cita
morril, cita hukum dan sumber
dari segala sumber tertib hukum
di Indonesia dan malahan
dioperasionalisasikan dengan
oendekatan P4 (Pedoman
ienghayatan 'dan Pengamalan
Pancasila) secar& intensif di
lingkungan birokrasi

.pemerintahan dan segenal lapisan
masyarakat;

2. Pancasila sebagai kristalisasi dan
kulminasi dari nilai-nilai kearifan
sosial-"*mmYgSo-kat Indonesia
tentunya mengrijartm-,,lqqtang
bagaimana berPrilaku tlan'
beibudaya hidup . Yang ',beik,
harmonis, ' serasi,- 'selaras,
seimbang, berbudi pekerti ' luhur'
berkepribadian, taqdri: kePada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq'

I gobng royong, cinta tanah air,
dan taat hukum bagi setiap warga
negara Indonesia;

3. Tetapi kenyatannya Prilaku dan
budaya Pancasila itu justru tidak
terimplementasikan dalam praktek
kehidupan PenYelenggaraan
pemerintahan, Pembangunan'
pembentukan hukum, Penegakan
hukum, dan kehiduPan sehari-
hari-hari, bahkan Yang tamPil ke
depan adalah kebalikannYa Yakni
perilaku dan budaYa: arogansr'
anarki. kolusi, koruPsi,

konglomerat, kooPtasi,
maniPulasi, mafia, Peradilsn,
monopoli, narkoba, nepotisme'
penindasan, Penculikan dan
sebagainYa.

MengaPa kesemuanYa itu dapat
terjadi? Adakah korelasi Ysng
signifikan antara kebijaksanaan
pembangunan nasional Yang
mengedePankan visi dan misi
kapitalisme, industrialisasi, dan
peiangkat hukum legal - positivistis
dengan Perilaku dan budaYa hukum
yang menyimPang itu?

Secara teoritis tesis Weber
tentang adanYa hubungan Yang erat
antara kapitalisme, industrialisasi dan

.- hukum modern (berwawancara legal

ibsitivistis; cukup relevan dipakai
iebagai 

' 
aiat anallsi s. Bahwa sebagai

akibat dorn i nanny'a- irseappn - kaum
kaoitalisme dalam membangun
peiekonomiin fieg$e'. mereka amat
Lerkepentingan untuk'';mengamankan
dan melindungi 

" 
"kePentingan

industrinya. Sedangkan dari Pihak
negara sangat membutuhkan kaum
kapitalis sebagai soko guru
peiekonomian dan sumber pendapatan
negara. Maka Peranan di sini akan
cettderung diskrininatif dalam
memberikan pelayanan sosial kepada
masyarakat luas.

Negara tentunya akan lebih
meurihat< 'kePada kaum kaPitalis
dariPada kePada taum buruh- Kaum
buruh ketika itu hanya dinilai barang
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yang dapat diperjual belikan atau
sebagai alat produksi. Sedanskan
s.istem hukum legal - posit ivist is |ang
diterapkan telah dipakai sebagai sarani
untuk menggusur keberadaan institusi
tradisional. Konsekuensinya, terjadilah
perubahan masyarakat dari iondisi
masyarakat komunal ke masyarakat
industr i  yang didasarkan Dada
pert imbangan kepentingan, rasr,onal
dan_z-akel i jkheid. lSatj ipto Rahardjo,
1977:3 t

Dari gambaran contoh analisis
kasus di atas dapat disimpulkan
sosrologl hukum dapat diberikan
bantuan yang terbaik dalam
menjelaskan proses perubahan sosial
dan pengaruhnya terhadap perubahan
hukum serta upaya membangun sistem
hukum nasional yang berwawasan
keseiahteraan

_ Wawasan kesejahteraan t idak
dapat begiru saja dikoherensikan dari
Iandasan filosofi pancasila, melainkan
harus dikorespondensikan dengan niali-
ni lai  sosial dan kondisi r i i l  yang ada di
dalam masyarakat. Kondiai iiil itu
hanya dapat dicermati seutuhnya
melalui pengkajian empir is ya;g
menjadi wi layah pengamaran sosiologi
h ukum.

- 
Maka peranan sosiologi hukum

ke depan diprediksikan akan tampil
sangat menonjol dalam proses
pembangunan sistem hukum di

penganut aliran pemikiran legal_
postrrvtstts yang sejak proklamasi
Kemerdekaan l7 Agustus 1945 sampai
kini tahun 2000 boleh dikatakan teiah
gagal mewu.yudkan kesejahteraan sos ia I
Dagl segenap rakyal Indonesia
berdasarkan atas hukum (rechrsstaat ).

Penutup
Perubahan yang terjadi di dalam

masyarakat pada abad ke 20 merupakan
mata _ _rantai yang trdak dapat
dipisahkan dari proses perubahan
sosial pada abad renaissance, slsten
absolutisme , dan tumbuhnya negara_
negara konstitusi. pengaruh ketiga
zaman tersebut sampai kini terus
ber laniut .

. Faktor-faktor yang dapat
mendorong terjadinya perubahan sosial
amatlah kontpleks dan berifat €mpiris.
Maka peranan hukum posit i f  yang
dibentuk diberlakukan, dan ditegalka;
berdasarkan pemikiran dogmatik
l lkuT arau legal-posit ivist is,
orrasakan sudah t idak sesuai lasi
dengan perkem bangan perubahan sosi i l
masa kini_

Oleh karena i tu, sosiolosi
hukum sebagai disipl in i lmu empir is
sewajarnva harus tampil  maksimal
untuk dapat menjelaskan,
mengorganisasi,  memprediksi,  dan
memecahkan masalah-masalah

lndonesia,  guna dapat
memberikan koreksi  atas

perubahan sosial dan pengaruhnya
terhadap pembangunan siitem hukum
nasronal di Indonesia.

lebih
peran
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